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Bappebti dan Pelaku Industri Kompak
Minta Pajak Kripto Dievaluasi
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Pajak kripto di Indonesia awal tahun ini berhasil menyumbang ke kas negara
sebanyak Rp39,13 miliar dengan rincian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
transaksi uang digital sebesar Rp20 miliar dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22
menyumbang Rp18,2 miliar. Angka yang disumbang pajak kripto lebih tinggi
dibandingkan dengan pajak fintech sebesar Rp32,59 miliar.

Baca juga: Pajak Kripto Sudah Sumbang Rp39,13 Miliar di Awal Tahun 2024

Di tengah angka sumbangan pajak kripto yang besar itu, nyatanya masih terdapat
polemik, terutama dari sisi pelaku industri. Salah satu yang cukup vokal akan pajak
kripto ini adalah Indodax.

Dalam acara ulang tahun Indodax yang ke-10 di Jakarta (27/6), CEQ Indodax, Oscar
Darmawan, meminta agar pajak kripto dievaluasi. la berharap setidaknya
dihapuskan PPN dan hanya menerapkan PPH saja layaknya transaksi di pasar
saham

“Perkembangan regulasi semakin baik di Indonesia dengan adanya pajak kripto baik
PPh dan PPn, tetapi dengan tidak adanya PPn, itu lebih baik,” katanya.

Baca juga: Thailand Hapus PPN untuk Exchange Kripto Teregulasi, Apa Kabar
Indonesia?

Bappebti Setuju Pajak Kripto Dievaluasi

Senada dengan pendapat pelaku industri kripto, Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Sanjaya
juga menilai pengenaan pajak kripto perlu dievaluasi ulang, mengingat industri
kripto di Indonesia yang masih baru dan harusnya diberikan ruang untuk
bertumbuh.

“Kalau dikenakan (pajak) langsung besar, industri kripto Indonesia masih embrio.
Secara keseluruhan industri kripto masih baru. Industri yang masih baru perlu diberi
ruang untuk bertumbuh,” katanya

Tirta menilai pajak terhadap aset kripto turut berdampak terhadap nilai transaksi
kripto di dalam negeri yang mengakibatkan banyak nasabah lebih memilih
bertransaksi kripto di luar negeri.

“Dengan pengenaan pajak sebesar saat ini menambah biaya bagi para nasabah.
Banyak nasabah yang transaksi di exchange luar negeri,” kata Tirta.

la berharap peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) saat ini akan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi aturan
pajak kripto.

“Biasanya pajak ada evaluasi kalau pajak aset kripto tidak direduksi, setidaknya
pengenaannya tidak PPh dan PPn. Kami bersama asosiasi siap berkoordinasi

dengan Dirjen Pajak,” kata Tirta.

Baca juga: Harga Bitcoin ke US$57 Ribu, Level Tertinggi Sejak November 2021
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